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BAB |: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan Informasi sudah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia.
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan
lingkungan sosialnya. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting
Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan

penyelenggaraan Negara yang baik.

Kehadiran Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik
(UU KIP) Pada 30 April 2010 telah membuka seluas-luasnya akses informasi publik bagi
masyarakat dengan pengecualian yang terbatas merupakan sarana mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta
menjadi momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia,
khususnya di Kabupaten Jember. UU ini mendorong pemerintahan menjadi
pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Pemberlakuan UU KIP telah
memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi
Publik. Dimana, setiap badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan
melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara

sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah
menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Terkait dengan
tugas tersebut, PPID menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan
informasi publik di lingkungan PPID Kabupaten Jember, dengan adanya Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik ini dapat menjadi pedoman dan
petunjuk dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat. Diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak hak publik

terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.



B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik

3. Permendagri No 2 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di
Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pemerintah Desa

4. Perki Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Kabupaten Jember

8. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman PPID Kab. Jember

C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud

Pedoman ini merupakan salah satu kelengkapan yang diperlukan sebagai acuan
untuk mempermudah PPID Kabupaten Jember dalam mengelola dan pemberian

layanan Informasi dan dokumentasi kepada masyarakat.
2. Tujuan

a. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan tugas PPID

maupun PPID Pembantu.

b. Memberikan standar bagi pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi
publik.



c. Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai penerima

layanan mengenai hak dan kewajibannya.

d. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi / Lembaga publik
untuk menghasilkan layanan Informasi publik yang berkualitas secara cepat, tepat

waktu, biaya ringan.



BAB I

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN
JEMBER

A. Kedudukan PPID

1. Kedudukan dan penunjukkan PPID Kabupaten Jember:
a. PPID berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
b. PPID ditetapkan melalui Keputusan Bupati Jember.

c. PPID Utama adalah Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jember.

2. Kedudukan dan penunjukkan PPID Pembantu / OPD:
a. PPID Pelaksana / OPD berkedudukan di satuan kerja masing-masing.

b. PPID Pelaksana / OPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jember.

B. Tugas dan Fungsi
1. Tugas dan Fungsi Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Tugas: Memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan

dokumentasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
Fungsi:

a. Pembina dan pengarah atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan

pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.



b. Pemberian pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas
keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Jember.

2. Tugas dan Fungsi PPID Kabupaten Jember

Tugas: Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
Fungsi:

a. Penghimpunan informasi publik dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Jember.

b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh OPD

di Pemerintah Kabupaten Jember.

c. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori

dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik.

d. Pendampingan Penyelesaian sengketa informasi.

3. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana / OPD

Tugas: Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di

lingkungan satuan kerja.
Fungsi:
a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan

sesuai kebutuhan;



c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya;

d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi
pemohon layananan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan

mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan

e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup OPD

masing-masing menjadi bahan informasi publik.



BAB Il

RUANG LINGKUP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan
fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu
sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh

pemberi dan penerima pelayanan informasi.

A. Proses Pelayanan Informasi Publik

Alur kerja PPID dalam memproses Pelayanan Informasi Publik meliputi koordinasi antara
Pemohon, Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang
Pelayanan & Dokumentasi Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa, PPID Pelaksana,

dan Komisi Informasi.

B. Asas Pelayanan Informasi Publik

1. Transparansi: Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas: Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Kondisional: Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima

pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

4. Partisipatif: Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan

masyarakat.



5. Kesamaan Hak: Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,

golongan, gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Pemberi dan penerima pelayanan publik harus

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

C. Simbol Diagram Alur SOP

1. Simbol kapsul/terminator: untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol kotak/Proses: untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

3. Simbol belah ketupat: untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

4. Simbol anak panah/arrow: untuk mendeskripsikan arah proses kegiatan.

D. Jenis-jenis SOP PPID
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam menyusun daftar informasi publik diperlukan berbagai tahap yang terdiri atas
tahap pengumpulan informasi, tahap klasifikasi, tahap dokumentasi, tahap penetapan,
dan pengumuman daftar informasi publik termasuk mengunggah (upload) daftar
informasi publik dan dokumennya ke dalam website Pemerintah Daerah.

a. Tahap Pengumpulan Informasi:

(1) Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah,

sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja.

(2) Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan

tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

(3) Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip

statis maupun dinamis.



(4) Pejabat sebagaimana dimaksud merupakan pejabat yang bertanggung jawab

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan Kerjanya, sedangkan arsip
statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Satuan Kerja bersangkutan.

(5) Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan: mengenali

tugas pokok dan fungsi, mendata kegiatan, mendata informasi dan dokumen yang

dihasilkan, serta membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.

b. Pengklasifikasian Informasi:

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi

yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

(1) Informasi yang bersifat publik:

Informasi yang bersifat terbuka (berkala): Profil singkat, laporan kinerja/AKIP,
laporan keuangan (LRA, pertanggungjawaban), informasi perundangan, dan
informasi detil atas permintaan.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta: Bencana alam (tsunami,
longsor, banjir), limbah berbahaya, kebocoran reaktor nuklir, penggusuran lahan,
hal-hal yang mengancam hajat hidup orang banyak.

Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat: Daftar informasi publik (DIP), hasil
keputusan Pemkab & latar belakangnya, seluruh kebijakan & dokumen pendukung,
rencana kerja & perkiraan pengeluaran, perjanjian pihak ketiga, prosedur kerja

pegawai, laporan pelayanan informasi.

(2) Informasi Yang Dikecualikan:

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan 18.

Prinsip: Ketat (metode valid & obyektif), Terbatas (menghindari penafsiran
subyektif), Tidak mutlak (dapat dibuka jika kepentingan publik lebih besar).
Pengujian: Menggunakan uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) dan uji
kepentingan publik (balancing public interest test).



« Disertai pertimbangan tertulis mengenai implikasi politik, ekonomi, sosial budaya,

dan pertahanan keamanan.

c. Pendokumentasian Informasi:

Meliputi Deskripsi Informasi (ringkasan), Verifikasi Informasi, Otentikasi Informasi

(validasi keaslian), Kodefikasi Informasi, serta Penataan dan Penyimpanan Informasi.

2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Layanan langsung melalui desk pelayanan informasi (mengisi formulir, melampirkan
KTP, menerima tanda bukti, proses dan penyerahan) serta layanan tidak langsung

melalui media online (website: ppid.jemberkab.go.id) dan cetak.
Jangka Waktu Penyelesaian:

« Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID.
» Perpanjangan waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama

diberikan.

3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

 Pendekatan Aktif: Berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk
mengklasifikasikan informasi.
* Pendekatan Pasif: Perkelahian/klasifikasi yang dilakukan karena adanya

permintaan informasi dari pemohon.

4. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik

Alasan keberatan: Penolakan atas permintaan informasi, tidak disediakannya informasi

berkala, tidak ditanggapi, tidak dipenuhi, biaya tidak wajar, penyampaian melebihi waktu.



Prosedur penanganan: PPID menyusun daftar keberatan, rapat koordinasi dengan OPD

terkait (max 3 hari kerja), penyusunan berita acara, serta tanggapan tertulis.

5. Penyelesaian Sengketa Informasi

PPID menyiapkan bahan, menyusun kajian pertimbangan hukum untuk Atasan PPID,
serta melakukan pendampingan hukum saat sengketa berlanjut ke Komisi Informasi,
PTUN, hingga Mahkamah Agung.

Operasional & Waktu Pelayanan Informasi Publik
Front Office: Desk layanan langsung & desk layanan via media.

Back Office: Bidang pelayanan & dokumentasi, Bidang pengolahan data & klasifikasi,

Bidang penyelesaian sengketa.
Waktu Pelayanan (PPID Diskominfo Kab. Jember):

* Senin - Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB (Istirahat: 12.00 s/d 13.00 WIB)
*  Jumat : 08.00 s/d 15.00 WIB (Istirahat: 11.00 s/d 13.00 WIB)

Biaya: Pelayanan gratis (tidak dipungut biaya). Penggandaan/perekaman dilakukan

mandiri oleh pemohon.

Laporan Operasional Layanan Informasi

Petugas pelayanan membuat laporan harian -> disampaikan ke Bidang Pelayanan
Informasi -> Bidang Pelayanan menyusun Laporan Bulanan kepada PPID -> PPID

melaporkan setiap bulan kepada Sekretaris Daerah (Atasan PPID).



BAB IV: PENUTUP

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, diharapkan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jember maupun PPID
Pembantu di setiap OPD/Kecamatan, mampu melaksanakan kegiatan Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi dengan prosedur yang terarah, terukur dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dan dengan SOP ini pula bentuk pelayanan yang
mencerminkan proses pelayanan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel dapat
ditampilkan dan dirasakan penerima layanan, sebagai bentuk komitmen atas
pengejewantahan dari tujuan diberlakukannya Undang-undang Keterbukaan Informasi

Publik (UU KIP) yang sejalan dengan rencana aksi Open Government Indonesia (OGI).



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
(PPID UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN BENCANA BPBD KABUPATEN JEMBER



Reterkaitan Kelengkapan

HT, HP, Alat Peringatan, Peralatan. Dokumentasi

HT. HP, Alat Peringatan. Peralatan. Dokumentasi

HT, HP, Alat Peringatan, Peralatan, Dokumentasi

HT, HP. Alat Peringatan, P3K, Dokumentasi

HT, HP, Alat Peringatan, Peralatan, Dokumentasi, P3K,

APAR, APD

. HT, HP. Alat Penngatan, Peralatan. Dokumentasi, P3K,
APAR, APD

7. HT, HP, Alat Peringatan, Peralatan. Dokumentasi

8. HT, HP, Alat Peningatan, PIK, Dokumentasi

9. HT, HP, Alat Peringatan, Peralatan, Dokumentasi, P3K,
APAR, APD

10. HT, HP. Alat Peringatan, Peralatan. Dokumentasi

11, HT, HP, Alat Peringatan, Peralatan, Dokumentasi, P3K,
APAR. APD

12, HT, HP, Alat Penngatan, Peralatan. Dokumentas:

b e e

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Informasi atau surat edaran dari BMKG menjadi bagian penting untuk
menganusipas: pemangku Kepentingan untuk mengambil tindakan
vang diperlukan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN BENCANA BPBD KABUPATEN

Mo Liraian procedur Pelahsana )  Mutu Baku
Penangan Bencans Pejabiat) | Petugas Petugas Petugas Pusdabops Pelugas Helenghapan | Wakts | Dutpul Pendubung,
Pegawal | Tanggap Tanggap Tanggap Pl BPAD Kesehatan Estarangan
| penghuni | Oarurat Gedung Listrik lember
1 Peiabat/Pegawal Penghuni Gedung HT, HP, alat Lt menit | Laporan | Pejahat Pegavai
Kantor SKPDY Organizasif Swasta @__..l Il Penmgatan, Kejadizn | Yang memibikl
meleparkan adanya Bencana Feralatan Bencana | Eompeiens]
kepada Petugss Tanggap Darurat Dok ument asl
7 | Petugas Tanggap Diarurat e v HT, HE, adat 5 menit | Laporan | Pejabat Pegawai
memberitafukan kepada petugas l ] [ Peringatan, Kejadian | Yang memiliki
tanggap darusrat gedunp dan Peralatan Bencana | Kompetensi
pelugas tanggap danarat listrik Diakuim ertas|
3 | a Petugas tanggap darurat gedung HT, HE, Alat & menli | Laporan | Peabat/ Pegavwai
membunyikan alarm atau 1 Feringatan, Keladian | Yang memiliki
mengumumban adanya bencana Peralatan Bencana | Kompetensi
b, Petugas tanggap dandrat fstrik X Dokument asi
melakukan pemutusan aliran listrik
miglabui panel listrik r
4 | Petugas Tanggep Damirat Gedung - HT, HE Alat 5 mend | Eaporan PEHI;;I." Pegawl
mengumpulkan massal pegawal Peringatan, Eezadian | Yang memiliki
{P=nghuni Gedungl, P3K, Bencana | Kompelersi
Dk u et
5 | a. &pabila Massa/ Pegawad dapat HT, HE Al 5 mendt | Laporan | Pejabat) Pegawai
dikumpulkan, maka didakukan I Peringatan, Eejadian | Yang memiliki
Evakuasl dengan Petugas Tanggap Peralatan Bancana | Hompetens
Parurat Diokumertay,
. Apahily Massa) Pegaveai ddak dapat PaE,
dikumipulkan, maks Petisgas Tanggap APAR, APDH
Darurat Gedung mamberitahulkan
bahwa masssf pegawai tidak dapat
dikisasal kepada Prugas Tanggap
Darurat




Penangan Bencans Pejabatf Petugas Petugas Petugns Pusdalops Petugas | Kelenghapan | Waktu | Output | Pendukung/
Pegawai Tamggap Tanggap Tanggap FB BPED Kesehatan Keterangan
penghuni Diarurat E Listrik Jember
Petugas Tanggap Darurat melaporian ' HT, Hi, Alat 5 menit | Laporam | Pejabat! Pegawai
adaiya Bencana kepada: Q Permgatan, Kejadizn | Yang memiliki
a.  Pusdalops PB Badan Peralatan Bencana | Hompetensi
Penanggulangan Bencana Daerah ¥ v Dokumentasi,
Eabupaten lember;: dan | I I | PIK, AFAR,
b, Pretugas Kesehatan I | APD
Petuigas Tanggap Darurat dan Fetugas HT, HP, Alat 4 mentt | Laporan | Pejabat) Pegawai
Tanggap Darurat Gedung melakukan :l Permgatan, Kejadian | Yamg memiliki
knardinast wniuk evakusasi Peralatan Bencana | Hompetens
Dokuementasi,
Petugas Ta Darurat HT, HE Adat 5 menit | Laporan | Pejabat) Pegawal
memberitshukan kepada seluruh Perinigatan, Kefadian | Yang maemiliki
Penghuni Rusngan untuk Evakuasi Peralatan Bencana | Kompeteng
melalui pinty atau tempal yang aman Dokumentas,
dar Bencana 1]
Petugas Tanggap Cansrat mengarahkan ¥ HT, HE adat Emenit | Laporan | Pejabar) Pegawal
kepada sehiruh Penghini Rizangan untuk Peringatan, Kejadian | Yang memilikl
herjalan secara tertib, ddak beriari, dan Paralatan Bercand | Mormpatens
berbaris secata teratur urtulk menuju ke Dokumeniasi,
tempat aman yang telah ditentukan F3k, APAH,
[Assembhy Paint/Tidk Kumpul) AP0
Peiugas Tanggap Daturst melaksanakan HT, HE. Alat 5 menit | Laporan | Pejabat) Pegawai
abisens| untuk mengsiahui aang-amng Feringatan, Kejadian | Yang memiliki
yang melakukan evakuas/penyelsmatan Peralatan Bencana | Kompetens
bersamanya i Dakumentas,
Petugas Kesehatan melsksanakan Triage HT, HF. Alat 5 menit | Laporan | Pejabat) Pegawal
[Femiliban Kendis Kesshatan Peringatan, Kejadian | Yangmemiliki
Fejabal,/Pegawai yang disvabuasi] | Paralstan Bencama | Kompatons
berdasarkan kondisi besshatan korban Dushurnentas,
dan memberikan pertolongan kesahatan PIKAPANRLAFD




Penangan Bancana

Pajabat/
Pagaw
penghuni

Petugas

Drarurat

Petugas Petugas Pusdalops Petugas | Kelemgkapan | Waktu | Owtput | Pendukung/
Tanggap Tangeap "B BFBD KEesehatan Keterangan
Gedung Listrik lember

Petugas Tanggad Darurat

HT, HE. Alat L mantt | Laparan Pejabat) Pegawal

beritabulkan kepada seluruh Pefingatan, Kajadian | Yang memiiki
:::w::wmhuni Gedung] tentang ;l Pralatan . Bencana | Eompetensi
situasi keamanan gedung Dakumentas,
Penanganan Bencana Selesal a0 rm-m|
SEKRETARIS DAERAH
; ;-@BUPATEHFEMBER

== 'Pemrbima Utama Muda
NIF 19680407 199803 1 009




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN PENGADUAN MELALUI APLIKASI SP4N LAPOR!




Nomor SOP : 067/16.8/35.09.323/2022

| Tanggal Pembuatan | :4Januari 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Tanggal Pengesahan : 10 Januari 2022 )
KABUPATEN JEMBER Tanggal Efektif | :10 Januari 2022 ]
Disahkan Oleh : Kadis Kominfo
Nama SOP : Pengelolaan Pengaduan Melalui

Aplikasi SP4N Lapor!

— .| s

Dasar hukum | - Kualifikasi pelaksana -
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi | 1. Pendidikan S1, D3

Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pengetahuan : Bidang Pengawasan, Bidang Pelayanan Publik dan
2. Undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Informatika

Public [Lembaran Negara Republic Indonesia tahun 2008 Nomor
61,Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4846];

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Public [Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor
5149];

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

6. Peraturan Menter1 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 Tentang Sistem Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional.




8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi ~ Nomor 46 tahun 2020 Tentang Roadmap Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Keterkaitan

Peralatan Pérlengkapan

1. Komputer / Laptop/ Notbook
. Jaringan Internet/ Akses Interneeet
. Alat Tulis Kantor

Pe_r_ingatan

= = ==

Pencatatan Dan Pendataan

1. Pengaduan laporan yang tidak lengkap tidak dapat diproses
2. Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses penanganan tidak dapat
dilaksanakan dan sasaran kegiatan tidak tercapai.

Semua Data Pengaduan dicatat dan diarsipkan_l_)aTém Bentuk Softcopy
dan Hardcopy




ALUR PROSES PENGELOLAANPENGADUAN MELALUI APLIKASI SP4N LAPOR!
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PELAKSANA PENDUKUNG
NO KEGIATAN _ | KET
ADMIN ADMIN PEJABAT UNIT KELENGKAPAN | WAKTU OUT PUT
NASIONAL INSTANSI PENGHU- KERJA
BUNG OPD | TERKAIT | |
) - DI OPD | | -
1 | Menerima Pengaduan dari Sistem dan 10 Menit | Laporan
Masyaratak Melalui Aplikasi ﬁ Jaringan Pengaduan
lapor.go.id el | internet yang masuk |
2 Memverifikasi, Menelaah dan Sistem dan 1-3 Laporan
Mendisposisi Laporan kepada Jaringan Hari Lengkap
Admin Instansi K/L/D —— internet dan PC (Detail &
- o ] ) | | Pendukung) - B
3 Memverifikasi dan Mendisposisi Sistem dan 3-5Hari | Laporan
Laporan kepada Admin Instansi Splneans Jaringan Lengkap
K/L/D, jika tidak sesuai internet dan PC (Detail &
kewenangan dikembalikan ke Pendukung )
Super Admin
... - LLL LI . E— | N | |
4 Disposisi Laporan kepada Pejabat Sistem dan 1Jam Disposisi
penghubung OPD Jaringan Laporan
_ _ internet dan PC
5 Pejabat penghubung menerima | Kajian dan 2Jam Laporan
dan berkoordinasi ke Unit Kerja Di Laopran Pengaduan
OPD berdasarkan jenis pengaduan
6 - Pejabat penghubung Laporan Hasil 5-10 Laporan -Tanggapan dari OPD dapat
memberikan Respon Awal TindakLanjut Hari yang diintervensi oleh Admin
pengaduan, jika laporan tsb (TL) ditindaklanj instansi jika tanggapan
sesuai kewenangan. Jika tidak uti dianggap belum menjawab
Sesuai Kewenangan Laporan aduan masyarakat




PELAKSANA PENDUKUNG

NO KEGIATAN B | _ B | B KET ] |
ADMIN ADMIN PEJABAT UNIT KELENGKAPAN WAKTU OuUT PUT
NASIONAL | INSTANSI | PENGHU- KERJA
BUNG OPD | TERKAIT DI
| | OPD | _
dikembalikan ke Admin Laporan yg ditindaklanjuti (jika
Instansi dalam 10 hari kerja, tidak ada

tanggapan dari pelapor, maka
laporan selesai. Jika tidak
ditindaklanjuti dalam 60 hari
kerja, maka laporan tsb
diteruskan oleh sistem ke
Ombudsman Rl )

- Menindaklanjuti Laporan dan
menindaklanjuti kembali jika
ada tanggapan dari pelapor

Laporan 1Jam | Laporan Merekam aktifitas bersama
instansi terkait untuk
mempermudah koordinasi

internal antar administrator

— T =

I S .
7 Laporan Selesai dan pencatatan

jejak tindak lanjut

Jember, 10 Januari 2022
KEPALA DI {OMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUP ANEN JEMBER

BOBBY ARI ANDY, S. STP
" Pembina Tk.I
NIP 19770307 199612 1 001




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
(PPID UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Nomor SOP s 067 343 /35.09.323/2023 ]
Tanggal Pembuatan : 11 September 2023
Tanggal Pengesahan : 11 September 2023
Tanggal Efektif : 11 September 2023
Disahkan Oleh : Sekretaris Daerah
MNama S0P : Uji Konsekuensi

Kualifikasi pelaksana

L,

Z

Fublik

. Undang-Undang Namor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
. Undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

[Lembaran Megara Republik Indonesia tahun 2008 Momor 61 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346];

. Peraturan Pemerintah Momor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- |

Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Llembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Menteri Komuonikasi dan Informasi Momor 10 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dl  Lngkungan
Kementrian Komunikasi dan Informatika

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam
MNegeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diganti dengan peraturan
mMenteri Dalam Negerl nomor 3 Tahun 2017

. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Momor 1 Tahun 2021 Tentang |

Standart Layanan Informasi Publik

. Peraturan Daerah Momor 8 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi

Publik Kabupaten Jember

1 SMA / Sederajat
& ofrata 1




eraatan Periengkapan

Keterkaltan -

1. S0P Pelayanan informasi Publik 1. Lembaran Eerja dan Rencana Kerja

2. S0P Keberatam Informasi Publik 2. Term (Y Referent

3. S0P Pendokumentasian Informasi di Kecualikan 3, Komputer dan laringan Internet

4., S0P Pendokumentasian informasi Publik 4, Printer

5. S0P Fasllitas| sengketa Informasi 5. Alat Tulis Kantor

6. Saftcopy Dokumen Klarifikasi Dokumen Informasi Dikecualikan

Peringatan Pencatatan Dan Pendataan

Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik adalah salah satu
tugas dari PPID Utama Permerintah Kabupaten Jember sebagai Badan Publik, apabila
SOP ini tidak berjalan maka proses Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi
FPublik pada PPID Kabupaten Jember tidak berjalan

Eﬂsimp&n Dalam Bentuk Su,l&_m,u:.r dan Hardeopy
= Dokumen daflar Inforrmasl Publik

]



N URAIAN PELAKSANA PENDUKUNG KETERANGAN
PPID UTAMA PPID PETUGAS PPID | SYARAT WAKTU = OUTPUT
-~ PELAKSANA
1 | Mengkoordinasikan pengumpulan informasi - Nota Dinas | 1 Hari
Publik di Unit Kerja)// PPID pelaksana e L .
7 | & Menyiapkan informasi vang dihasilkan dan Drai DIP 3 hari Draf DIP PPID Pelaksana dibantu
dikuasai oleh operator
b. Menginventarisir informasi sesuai sifatnia, i
yaitu tersedia setiap saat, berkala dan serta __,_.
merta
€. Menginventarisir jenls informasi berupa |
saftcopy dan hardcopy | .
3 | Memeriksa dan memilah informasi dari setiap ' Dokumen |
PPID Pelaksana sesual dengan sifat dan jenisnya g —
. Ya
& | Mengkempilasi ke dalam Daftar Informas! Publik [ . PPID Pelaksana dibantu
Ra= bk
B
5 Data Kompilasi diserabkan sebagai rumusan DIP -
+ ﬁ +
6 | Menetapkan Daftar Informasi Publik dan bentuk ] SK PPID
Keputusan PPID | atasan PPD) —’ |
7 | Membuat Laporan dan menyampaikan kepada
atasan PPID ‘
1




MO

LIRALAN

Mengkoordinasikan dengan petugas PPID

PELAXSANA PENDUKUNG KETERANGAN
PRIDUTAMA | PRID PETUGASPRID | SYARAT WAKTU | OUTPUT
PELAKSANA
o Dokurmen
{ET) e




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
(PPID UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



Nomor S0P : D67/ 17 +.4/35.09,323/2023
Tanggal Pembuatan : 11 Seprember 2023
Tanggal Pengesahan : 11 September 2023
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER Tanggal Efektif : 11 September 2023

Disahkan Oleh : Sekretaris Daerah )
‘Nama S0P : Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan |

Dasar hukum S | Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi | 1. SMA /[ Sederajat

Fublik ' 2. Stratal

2. Undang-Undang Namor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang undang nomar 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
[Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor B1,Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4846];

4, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Fublik
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5149];

5. Peraturan Menteri Kemunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Informasi  dan  Dokumentasi di  Lingkungan
Kementrian Komunikasi dan Informatika

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam
MNegeri dan Pemerintahan Daerah,sebagaimana diganti dengan peraturan
Menteri Dalam Negerl nomor 3 Tahun 2017

7. Peraturan Komisi Informasi Republik indonesia Nomor L Tahun 2021 Tentang
Standart Layanan Informasi Publik

B Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi
Publik Kabupaten Jember




Keterkaitan  Peralatan Perlengkapan

1. 50F Pelayanan Informasi Publik L. Lemnbaran Kerja dan Rencana Ker@a
2. S0P Keberatan Informasi Publik 2. Term Of Rejerent
3. S50P Pendokumentasian Informasi di Kecualikan 3. Komputer dan Jaringan internet
4, S0P Pendokumentasian informasi Publik 4. Printer
5. S0P Fasilitass sengketa Informasi 5. Alat Tulis Kantor
6. S0P Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 6. Softcopy Dokumen Klarifikasi Dokumen Informasi Dikecualikan
| Peringatan _ I — Pencatatan Dan Pendatasn e ——
Prosedur Klarifikasi Informasi Dikecualikan adalah salah satu tugas dari PPID Utama -~ Disimpan Dalam Bentuk Softcopy dan Hardcopy
Pemerintah Kabupaten Jlember sebagai Badan Publik, apabila S0P ini tidak berjalan - Dokumen Klarifikasi Informasi dikecualikan

maka proses Pengujian Konsekuensi terhadap Informash vang dikecualikan pada FPID

Kabupaten Jember tidak berjalan




URAIAN | PELAKSANA PENDUKUNG _ KETERANGAN
PPID PPID ATASAN [ M SYARAT WAKTU | ouTPuT
PELAKSANA UTAMA PPID | PERTIMBANGAN SR |
| Mengidentifikasi Usulan Daftar |nformasi B — Daftar Usulan | 1Hari | Draf informasi
Dikecualikan | Informasi yang yang
| akan dikecualikan dikecualikan
Menyarahkan hasil Identifikasi Usulan r Nota Dinas 1 hari Draf Q1K
Informasi Dikecualikan yang akan - beserta alasan
dinyatakan sebagai Informasi ' Pengecualian
Dikecualikan - Iy
Memberikan masukan atas usulan dasar — —— — Undargan Uji dHari | Draf Lembar
hukum yang dijadikan pertimbargan - ﬁ ‘ Konsekuensi Liji
untuk mengecualikan informasi dan : Konsekuensi
| memverikan persetujuan | ' |

Memeriksa hasil masukan terhadap dasar R - ! ! 1Hari | Lembar Uji
hukum yang dijadikan dasar pengecualian | Draf lembar L Konsekuensi

konsekuensi
Menetapkan Informas dikecualikan | Draf Penetapan 3 Hari Surat

- klasifikasi Penetapan
Informasi yang Elasifikasi
dikecualikan informasi
== dikecualikan




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
(PPID UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI SENGKETA INFORMASI



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008

Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Hnmnr|

4846];

#. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Momaor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

51449];

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2010

tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika

b. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementrian Dalam Megerl dan Pemerintahan Daerahsebagaimana
diganti dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2017

7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomaor 1 Tahun 2021
Tentang Standart Layanan Informasi Publik

 Nomor SOP : 067/12.22/35.09.323/2023
: Tanggal Pembuatan : 4 Januari 2023
| Tanggal Pengesahan : 12 lanuari 2023
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER | Tanggal Efektif :+ 12 Januari 2023

| Disahkan Oleh '+ Sekretaris Daerah
; Nama SOP : Fasilitasi Sengketa Informasi

Dasar hukum | Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan i 1. SMA [ Sederajat

Informasi Publik 2. Stratal




8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keterbukaa
Informasi Publik Kabupaten lember

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term Of Referent

3. Komputer dan Jaringan internet
i. Printer dan Alat

Disimpan Dalam Bentuk Softcopy dan Hardcopy




Alur Pelayanan Informasi Publik

PELAKSANA PENDUKUNG
i [) KEGIATAN KETERAMGAN
Pemahon PPID atau Tim | Atasan PPID Kelenghkapan Waktu Out put
Infarrmasd Fasilitasi
Menrerima Panggilan | Tanda terima surat 1 hari L Dokurmen
Undangan Persidangan dari - _.__.m Panggilan/Undangan
Komisi Informasi Parsidangan
| B 2. Ringkasan sengheta
Merganalisa Parmahanan v 1. Dokumen 2 hari Dokurmen analiss
Penyelasadan sengketa yang Panggilan/Undengan kerja tertulis dan dokurman
digjukan aleh pemaohon - Persidangan pendukung yang
[materi pafmohonan [ 2. Ringlasan sangkata diperlukan terkalt
gugatan) persidangan. | LA
Menghadin persidangan 1, Dokunen 1 harl Dokumen catatan Tergantung
—p- panggilan/undangan Kerjs persidangan pada berapa
persidangan; ksl agenda
2. Ringkasan sengheta; persidangan
3. Dokumen analisa tertulis difaksanakan
dan dokuman pandukung
yang diparlukan terkait
persidangan.
Mediasi Draft kesspakatan mediasi 1 hari Dokumen draft Semua pihak
karja kesepakatan rmiedias dan mediator
mermbubuhka
| ntanda
| tangan
Merarima Putusan Mediasi | C— | Dokumen kesepakatan 1 hari Dokumen kesepakatan | Eksekusi
I i’-—_ | mediasi kerja rmiediasi yang sudah infarmasi
| berkekuatan hukum puindik sesual
| I | tetap | kesspakatan
Menghadiri sidang | ‘ | 1. Bukti dari Pemohon. 1. Dokumen Bukti.
pembuktian, saksisaksi, dan - 2. Bukd dari termohon, 2. Dokumen ahli /
pihak terkait | 3. Keterangan saksi ahli. saksi ahll.
| 4. Keterangan pihak terkai 3.Dokumen para
pihak.




Alur Palayanan Informasi Pubdik

FELAKSANA . PENDUKUNG
NO KEGIATAN PPID PPID UTAMA |  ATASAN KELENGKAPAN WAKT | ouT PUT KETERANGAN
PELAKSANA PO u
7 Menghadiri sidang,
menyiapkan Replik, duplik, I
kesimpulan | |
|
8 | Menghadiri Sidang, i 1, Jika menerima memberikan | Lharl | Dokumen salinan
Pembacaan Putusan di Komisi ' infarmasi sesual putusan kerfa | pytusan dalam buku
Informasi -“—""_ 2. Jika manaiak menyisphkan dokumen di kantor KI
: keberatan / banding ke
| i __FTUN atau PN
9 | Dalam langka waktu 14 harl | 1. BMenerima Maksi | Dokumen tanda terima
kerja sejak Salinan Keputusan v menyerhakan mal 14 | pendaftaran sergketa
| diterima atasan PPID informasi dan hari
|menerima atau menolak]. Jica m dokumentasi sesuai | <713
menolak mangajukan o
KAEharn ) S ing) 2. rﬂmml'::lalh mEnyiapkan
Fengadilan Tata Usaha Negara
{ Badan Publik Pemerintsh) perlawanan dengan
dan atau PN [ Badan Publik menyiapkan draft
Non Pemeritah) banding/ keberatan

o

_"J;mp‘er. 12 Janwan 2023

£ BB SED ARIS DAERAH




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
(PPID DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI



Nomor SOP ] 067/ 12.27 /35.09.323/2023

Tanggal Pembuatan : 4 Januari 2023
Tanggal Pengesahan | :12 Januari 2023
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER | Tanggal Efektif : 12 Januari 2023
. Disahkan Oleh | @ Sekretaris Daerah
‘ | Mama SOP | : Uji Konsekuensi
| Dasar hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan 1. SMA [/ Sederajat
Informasi Publik 2. Stratal

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008

Momor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor

4846);

4. Peraturan Pemmerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
£149);

5, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomar 10 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,sebagaimana

diganti dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomaor 3 Tahun 2017

7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nemor 1 Tahun 2021

Tentang Standart Layanan Informasi Publik




8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Kabupaten Jember

TS

Keterkaitan | Peralatan Pl_ﬂl-l'llllpll'l

Lembaran Kerja dan Rencans Kerfa
Term Of Referent

komputer dan laringan Intermet
Printer

Alat Tulis Kantor

ool o

Peringatan Pencatatan Dan Pendataan

Disimpan Dalam Bentuk Seftcopy dan Hardcopy




ik status informasi/

PELAESANA PENDUKLUNG
HEGIATAN
PRID UTAMA T KOMPONEN FEMOHON KELEMNGHAPAN WaAKTU OuT PUT
DAN FRID PERTIMBANGAN ATAL
FELAKSAN& PELAYANAN PERAMGEAT
| INFORMAS DAERAH
Mialakulkan kajian alas Berkas Setiap saat sesual | Berkas
infarmzsi/dokuman yang Fermohonan | tabun anggaran permohanan
sk termasuk dalam DIP nformasi/ infesrrmasi yang
dengan rralibatkan Tim | dokumen dari telah diisi
Pertimbangan Pelayanan permahon lengkap dan
Irfromasi informati dilampiri
fotocopy/fscan
ibantitas dirl
{NIK),
Memberikan Dasar hukum: | Pada hasi danjam | Surat Kepitusan
pertimbangan atas UL KIP 14 kerja Tim
informes(] dokumen yang S Tahn 2008 Pertimbangan
dimaksud vang bersifat | dan PERKI 1 Pelayanan
rahasia berdasarkan UL, tahun 2010 Informasi
kepatuhan dan |
kepantingan umum. |
Menyampaikan kepada rfarmasi/ Pada hari danjam | Informasifdeku
PO atas status dokumean vang | kerja, maksimal men dari
informasif dokumen yang talah 10 (sepulub) kari | komponen atau
diminta permohon dinyatakan kerja, sejak Paranghkat
Inforrmasi, apakah torbuka untuk | permohanan Daerak.
| terrmasuk rahasia atau pemohcn informasi
| terbuka, Jika informasl/ N teregistrasi
| dokurmen yang dimaksud I
adalah terbuka, maka
FRID memerintahkan
kepada komponen,
Perangkat Daerah untuk
manyerahkan infarmasif
dokurnen yang dimaksid. .




PELAKSANA PENDUKUNG
NO KEGIATAN EET
PPID UTAMA Tind EOMPONEN PEMOHON | KELENGEAPAM WAKTU OuT PUT
D&M FRID PERTIMBANGAN ATAL |
PELAKSANA, FELAYANAN FERARGEAT
IMFORBAAS] DAERAH

dokumen aleh tim
Pertimbangan Pelayanan . -
Infarmasi dinyatakan
rahasia maka PPID
membuat surat
penolakan kepada
pemohon informasi.

4 Memberikan informasi Informasi Wakiimal Infarmasi yang
yang diminta oleh yang dimintta | diiberikan diminta oleh
pamohon informasi | oleh Pemohon | perpanjangan pamahon
dengan menandatangani F Informasl atau | pemenuhan inforrmasi atau |
tanda bukti pererimaan - ¥ > - surat permohonan surat penolakan
atau memberiken surst penolakan jika | informasi selarma
penolakan kepada informasi‘dok | 7 (tujuh) hari
pamohon jika status umen sejak
infarmasi dokumen tersebut permnberitabuan
dinyatakan rahasia . | dikategorikan | tertulls diberikan

rehasia dan tidek dapat
I diperpanjang lagi.

Jember, 12 lanuari 2023

~ Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JEMBER

ARLEr 1
whe
- Jl

L I.\_
.- " [
e gl e ;
!
. '

96061015 199602 1 001




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
(PPID UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



|  Nomor S0P : 067/12.25/35.09.323/2023
| Tanggal Pembuatan 34 Januari 2023 _—
Tanggal Pengesahan : 12 Januar 2023
I PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER Tanggal Efektif : 12 Januarl 2023
' Disahkan Oleh : Sekretaris Daerah =
| Nama 50P : Pendokumentasian Informasi
— Yang Dikecualikan
Dasarhukum [ Kualifikasi pelaksana ]
1. Undang-Undang MNomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan 1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi
Informasi Publik Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

3, Undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Infarmasi Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4B846);

4. Peraturan Pemerintah Momor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Momor 99, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor
5149];

L. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomaor 10 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika

£. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementrian Dalam MNegeri dan Pemerintahan Daerah,sebagaimana
diganti dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomar 3 Tahun 2017




7. Peraturan Komisi Informasi Republik indonesia Nomaor 1 Tahun 2021
Tentang Standart Layanan Informasi Publik
B Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2016 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Kabupaten lember

| Keterkaitan | Peralatan Perlengkapan -
i 1, S0P Pelayanan Informasi Publik - Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
- Term Of Reference
- Komputer dan Jaringan ntermet
- Printer dan alat tulls kantar
Peringatan Pencatatan Dan Pendataan
Prosedur Pendekumentasian Informasi Publik yang dikecualikan adalah salah Disimpan Dalam bentuk Sotfcopy dan Hardcopy
satu tugas dari PPID Pemerintah Kabupaten Jember, apabila SOF ini tidak
berjalan maka proses Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemenntah

Kabupaten Jember tidak berjalan.




i PELAKSANA o PENDUKUNG |
NO KEGIATAN PPID PELAKSANA PETUGAS PPID Utama | KELENGKAPAN @ WAKTU OUTPUT KETERANGAN
DOKUMENTASI
1 | Menghasilkan dan menyimpan Data yang 1Jam Berkas
infarmast yang dikecualikan hlkal update dan Dokumen
pada masing-masing bagian di | sudah Informasi
lingkungan PPID Pelaksana | terverifikasi yang
OPD di Lingkumgan Pefierintah dikecualikan
| Kabupaten Jember
2 M-enyernhlmn dan mendata Soft File 1 jam Soft File
| softcopy informas) publik -‘--
. kepada Petugas Dokumentasi
PPID Kabupaten Jember. ‘
'3 | Menerima dan menyimpan | Soft File 1 jam Dokumen
softcopy informasi publik 4 -
dalam storage Internal PPID
Kabupaten Jember

je.mh-er 12 Januari 2023




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
(PPID UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEBERATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Nomor SOP : 067/ 12.21 /35.09.323/2022

Tanggal Pembuatan : 4 Januari 2023

Tanggal Pengesahan : 12 Januari 2023

Tanggal Efeltif : 12 Januari 2023

Disahkan Oleh : Sekretaris Daerah

Mama SOP : Keberatan Fﬂli'ﬁl‘lﬂn
Informasi  Publik

Dasar hukum

| Kualifikasi Pl'llk.!‘-lll'l-l

]

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi

Publik
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

. Undang undang nomar 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi |

Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor
61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4846];
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149];
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika
. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 35 tahun 2010 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementrian Dalam MNegeri dan Pemerintahan Daerah,sebagaimana
diganti dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Komisl Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Standart Layanan Informasi Publik
. Peraturan Daerash Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi
Publik Kabupaten lember

Pemohon Informasi Publik

Petugas PPID LHama

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi PRID Pelaksana
Atasan PPID Pelaksana

- ol e i




Peralatan Perlengkapan

1. Petunjuk Teknis Pelayanan informasi Publik
2. Earmulir Pernyataan Keberatan / Bukti Pengajuan
E. Register Keberatan

. Komputer
Format Laporan

Pencatatan Dan Pendataan




Diagram Alir

Alur Keberatan Pelayanan Informasi Publik

informasl publik dan menyerahkan
kembali ke Bidang Penyelesaian
Sengketa dan Tim

Uraian Prosedur Pelaksana MutuBaku
No | Keglatan Pemahon Petugas | Bidang Atasan Kelengkapan | Waktu | Output Keterangan
PRID Penyelesalan | PRID
Utama sengketa Pelaksana
Hi— — don Tim

1 | Pemohon mengisi formulir Formulir 15
pernyataan Keberatan pelayanan m keberatan Menit
Informasi publik sesual dengan
format yang ditentukan

2 Petugas PPID Utama mencatat Buku 15 Momaor
pengajuan keberatan pelayanan o’ - Register Menit Formulir I
informasi publik ke buku register Keberatan, Keberatan
keberatan | Komputer

3 Petugas PPID Utama ,|, TandaBukti | 15 Tanda Bukti |
menandatangani dan menyerahkan Penerimaan | Menit Penerimaan
tanda bukti pengajuan keberatan - Keberatan Keberatan
pelayanan informasi publik pada Pelayanan
Bidang Penvelesalan Sengketa dan informasl |
Tim. Publik I

4 Bidang Penyelesaian Sengketa dan Surat an Hasil
Tim menyiapkan bahan Banggapan :: Permohanan | Menit Verifikasi
atas pengajuan keberatan - - Keberatan Data | Layak
pelayanan informasi publik dan aAtau Tidak)
memberikan ke atasan PPID

5 Atasan PPID Pelaksana membuat " 30 Jawaban
keputusan [ jawaban atas Menit Keberatan
pengajuan keberatan pelayanan !




Informasi tidak Puas Atas Putusan
PPID maka Sengketa Dapat diajukan
ko Komisi Informasi -

Mo | Kegiatan Pemohon | Petugas Bidang " Atasan K;!ungh;pm Waktu Dutput Keterangan
PPID Penyelesalan | PPID
Utama Sengketa Pelaksana
dan Tim
& | Atasan PPID Pelaksana 15 Menit
' menyerahkan pembertahuan !
sebagai jawaban informasi kepada -.-:
Petugas PPID Utama dan Pemahon
Informasi
7 | Petugas PPID LHama mencatat Buku 15 Menit | Jawaban atas
pemberitahuan ke buku register Register keberatan
permohonan Permohonan
8 | Petugas PPID LHtama menyerahkan Buku 15 Menit | Momor
berkas permohonan pemberitahuan Register Register
ke buku register permahonan " - keberatan Keberatan
informasi untuk disimpan di bidang
dokumentasi sebagal arsip
9 | Petugas PPID Utama memusun Laporan 15 Menit
laporan permohonan informas - e Keberatan
secara berkala |
10 | Permohonan Selesai | g
11 | Jika Pemohon Pengajuan Keberatan




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
(PPID DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Momor S0P : 067/12.24 /35.09.323/2023
Tanggal Fembuatan | =4 lanuari 2023
‘Tanggal Pengesahan | :12 Januari 2023 — i
Tanggal Efektif : 12 Januari 2023
Disahkan Oleh Sekretaris Dearah
Mama S0P : Pendokumentasian Informasi
Publik

| Dasar hukum

Kualifikasi pelaksana

i

UI‘I-I:IEF‘IE-UI‘I-I:FEIIE- Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan |

Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik [Lembaran Megara Republik Indonesia tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4846];

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik [Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
5149];

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementrian Komunikasi dan

Informatika

1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi
Publik
2. Memahamitentang Pelayanan Informasi Publik




Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 35 tahun 2010 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementrian Dalam Megeri dan Pemerintahan Daerah,sebagaimana
diganti dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2017

7. Peraturan Komisi Informasi Republik indonesia Nemor 1 Tahun 2021
| Tentang Standart Layanan Informasi Publik
B, Peraturan Daerah Momor 8 Tahun 2016 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Kabupaten Jember
I
 Keterkaitan _hﬂi ' "" atan Perlengkapan

1 EI:IF Pelavanan Informasi Publik

Dokumen Informasi Publik di Setiap Bidang
- Sotfcopy Dokumen Indormasi Publik
- Perangkat Keras (Hordware) : Laptog, Printer, Bolpoint dan Storage

P

Peringatan

Pencatatan Dan Pendataan

Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik adalah salah satu tugas dari
PPID Pemerintah Kabupaten Jember, apabila S0P ini tidak berjalan maka
proses Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Jlember

tidak berjalan.

Sotfeapy Dokumen Informasi Publik




NG LIRAIAN PELAKSANA N MUTL! BAKU KETERANGAN
PPID PELAKSANA | PETLIGAS PPID SYARAT WAKTU ouUTPUT

: DOKUMEMNTASE

1 | Menghasilkan dan menyimpan Data Terupdate | 1lam Berkas
hard copy informasi publik dan teral Dekumen
pada masing-masing OPD di terverifikasi Informasi
Lingkungan Pemerintah Pulalik
Kabupaten Jember

2 | Menyerahkan dan mendata | Soft File 1 jam Saft File
soft copy Informasi Publik 1 -
kepada PPID.

3 Menerima dan menyimpan Loft File 1jam Drakumen
soft copy Informasi Publik -
dalam storage internal PPID

Jember, 12 lanuari 2023




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
(PPID UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Nomor SOP : 067/12.26 /35.09.323/2023
jl_nill_li'ﬁhf.ram : 4 Januari 2023

Tanggal Pengesahan : 12 Januari 1[!23
Tanggal Efekdif :12 Januarl 10-!3

Disahkan Oleh : Sekretaris I:I-nn-h

Mama S0P i me:unln Daftar Informasi

Dan Dokumentasi Publik

I Dasar hukum

Kualifikasi pelaksana

.

Undang-Undang Momor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketsrbukaan
Informasi Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008
Momaor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
4846];

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahuen 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomaor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Informasl dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentas
Kementrian Dalam Megeri dan Pemernntahan Daerah,sebagaimana
diganti dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomar 3 Tahun 2017
Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

1. SMA/S SEdem}at
2. Sirata l

Tentang Standart Layanan Informasi Publik




B. Peraturan Daerah Nomor B Tahun 2016 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Kabupaten lember

Keterkaltan Peralatan Perlengkapan

. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
Term Of Referent

Komputer dan Jaringan internet
Printer

. Alat Tulis Kantor

UHFP!'UH

Peringatan Pencatatan Dan Pendataan

Disimpan Dalam Bentuk Softcopy dan Hardcopy




__ Alur Pelayanan Informasi Publik

PELAKSANA PENDUKUNG
KEGIATAN PPID PPID ATASAN KELENGKAPAN WAKTU OUT PUT | KETERANGAN
PELAKSANA UTAMA FRID |
| Mencatat semua kegiatan sesua| (1] UL Mamer 14 | Secara Dl DPF yang
| tupoksi, terutama yang ada dalam DPA . m Tahun 2008; Berkala, talah
| Mengklasifikasi informasi publik yang (Z)UU Nomor 25 | gartamerta | dikumpulian
i terbuka (boleh dipublikasikan/disalin/ Tahun 2009, dan Setiap darl
digandakan/d| copy), informas| pulblik (3) UL Nomer 23 Saat kamponen
{yamg henya bise dilihat dan diketahuail Tahun 2013; dan
dokurnentasi (foto kegiatan dan narasi (4] PP &1 Tahun Parangkat
secukupnya) semua dikumpulkan dalam 2010; | Daerah,
satu DIDP serta Informasi publik yvang (S} Perkl Momaor 1
dikecualikan. Mengumpulkan informasl Tahun 2010;
dan dokumentasl yang berkualitas dan (&) Perk] Mamar 1
relovan dengan tupoksi masing - masing Tahun 2022

kompaonen di Pemarintaban Daarah, baik
yang diproduksi sendiri, dikembangkan,
raaupun yang dikirm ke plhak fain, yvang
barupa arap statis maupun dinamis,
wrsip aktil maupun arsip inaktif dan arsip
vital yang dikuasai, informasi vang
difakukcan meliputi jenis dokumean,
peEnenggungiawab pambuatan, wakiu
dan termpat pembuatan, serts bentuk
informasi yang tersedia dalam hardeopy
dan softcopy. Format pengisian dalam
pengumpulan informasi dan
dokumentasi di masing - masing
kempanen di Pemarintahan Deerah.




Alur Pelayanan Informasi Publik

PELAKSAMNA PEMDUELING
KEGIATAN PRID PPRID KELENGKAPAN WAKTU QUTPUT | KETERANGAN
_ PELAKSANA UTAMA
“Mengklasfikasikan seluruh informasi . (1) UU Nomar 14 | Secara DID® yang )
dan dokumentasi yang telah Tahun 2D0S; {2) Berkala, telah
dikumpultan dan L UL Mormor 25 Seriamerta | diklasifikasi
mengidertifikasikannya berdasarakan I Tahun 2009; (3] dan Setiap | kebenaranva
sifat informas| dan dokumentasi, sefain -—-l*- | U Nomor 23 Saat
it juga mengklastikasikan informasi dan | Tahwan 2003; (4)
dokurmentasi yang dikecualikan dengsn | PP &1 Tahun
kategori sebagaimana yang telah 201; (5} Perkl
ditetapkan melalui LI Nomas 14 Tahun Maemor 1 Tahun
2008 Pasal 17 dan Pasal 18, Pergujlan 2010; (6] Parkl
tentang konsekuensi dengan seksama Mamar 1 Tahun
dan panub ketslitian sebefum 2022,
manyatakan informasi dan dokumentasi
publlk tertentu dikecualikan oleh setiap
Mendckumentasikan informasi publik Alat Tulls Kantar Secars Dipe
dalam bentuk saffeopy dan tempat berkala,
penyimganan dokurmen dalam bentuk | marta merta
hardeopy dengan tata cara sepert| 1 | dan setiap
mengarsip dokumen dan dipisahkan - | saat
sasuai klasHikasi informasi dan
dokumerntas] wajlb, secara barkala, serta
merta dan setiap saat. Perlu dibust
Daftar Infarmasi dan Dokumentas yang
dikecisalikan
Menetapkan DIDP secara resrmi dan Mangadakan Satelah Surat Setelah DIDP
mengumumkan kepada masyarakat rapat bersama Diop Keputuzan ditetapkan, jika
dengan PRID terkumpul DIDP yang ada tambahan
Utarna dan PPID | dari PRID ditandatanga | informasi baru,
Pembantu untuk | Pambantu, | ni oleh Atasan | dibuat 5K
rmenatapkan Ol PPID. untuk
ditetapkan,




Alur Pelayanan Informasi Publik - _j
PELAKSANA PENDUEUNG |
KEGIATAN PPID PPID ATASAN KELENGEAPAN WAKTU OUTPUT | KETERANGAN
PELAKSAMNA UTAMA PPID
Menggunggah DIDP ke Website resmi ' = Website dan Setelsh Adarya
Pemerintahan Dasrah maupun sarana - sarana informasi C4oP kanten DIDP
informasi lainnya lainnya yang ditetapian | di website
dimifiki olah oleh atasan | Pemarintahan
- ..__] kompanen PPID ' Dasrah
Permerintah
Daerah

lember, 12 lanuard 2023
-Pj. SEKRETARIS DAERAH
KAH.IFATBI JEMBER




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
(PPID UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Nomuor SOP : 067/12.20 /35.09.323/2023
Tanggal Pembuatan : 4 Januari 2023
| Tanggal Pengesahan ¢ 12Januari 2023
Tanggal Efektif : 12 Januari 2023
Disahkan Oleh + Sekretaris Daerah
Nama S0P : Pelayanan Informasi
Publik

| Dasar hukum

Kualifikasi pelaksana

.
|
L

5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik [Lembaran Wegara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor
#1. Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4846];

. Peraturan Pemerintah Momor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51497
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tabun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan  Dokumentasi i
Lingkungan Kemenirian Komunikas: dan Informatika

Peraturan Menten Dalam Negenn Nomor 33 tahun 2010 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informesi dan  Dokumentasi
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagaimans
diganti dengan peraturan Menteri Dalam Negen nomor 3 Tabun 2017
Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor | Tahun 2021
Tentang Standart Layanan Informasi Publik

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi
Publik Kabupaten Jember

. Pemohon Informasi Publik

2. Petugas Front Office

3. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID
Pelaksana




Keterkaitan
|

Peralatan Perlengkapan

Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik
Formulir Permohonan informasl Pubilk Bukti Permohonan
Register Permohonan Informasi Publik
Farmullr Pemberitahuzn

Formulir Penolakan Permabonan

. Komputer

Daftar Informasi Publik

. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan

. Dokumentasi informasi

A0.Aplikasi Web Kominfo Kabupaten Jember
11.Format Laporan

Peringatan

Pencatatan Dan Pendataan

Register Permohonan Informasi Publik Menjadi Bagian Penting untuk
mengantisipasi munculnya sengketa informasi public,




Alur Pelayanan Informasi Publik

= Uralan Prosedur Mutu Baku
No Keglatan Kegiatan Petugas PRID Pelaksana Kelengkapan Waktu Output Keterangan
PRID
tama .

1 | Pemohon mengajukan Permohonan Formulir 15 Menit
informasi dan mengisi Buku Register q Permohonan
Permohonan informasi

2 | Petugas PPID Ltama mencatat Buku Register | 15 Menit Nomar
permohonan informasl ke buku register Permchonan, Formulir
Permahonan Kamputer Permohonan

3 | Petugas PPID Utama meneruskan Mengecek 1harikerja | Formulir
parmahonan Informasi public ke PRID Farmulir Permohonan
Pelaksana - Permohonan, | Informasi

. Kamputer

4 | PPID Pelaksana mengklasifikasikan Hasll
permohonan informasi tersebut apakah Verifikasi
terdapat dalam DIP atau termasuk Dip 3 hari kerja Data | Layak
informasi yang dikecualikan | Berdasarkan atau Tidak)
rapat internal PPID Pelaksana) jika
termasuk informasi yang dikecualikan, N
maka PPID Pelaksana memberikan surat
penclakan beserta alasan penolakan .

5 | PPID Pelaksana menyalin sesuai rincian Daftar 10 hari kerja | Hasil tindak
yang dibutuhkan dalam formufir Informasi lanjut
permahonan - Publik




Mo kagiﬂan _r.;glman Petugas PPID Pelaksana Kelengkapan Wakiu Output Keterangan
PRID
Litama
& | PPID Pelaksana menyerahkan surat - Surat Jlawaban | 15 Menit
pemberitahuan sebagai jawaban Permohonan
informasi kepada Petugas PPID Informasi
Utama untuk diberikan kepada
pemahon informasi i
7 | Petugas PPID Utama mencatat Buku Register | 15 Menit
pemberitahuan ke buku register - Permohonan
permohonan
8 | Petugas PPID Utama akan l Berkas 15 Menit Arsip
menyerahkan berkas permohonan Permohonan Permohonan
pemberitabuan ke buku register - i Informasi Informasi
permohonan informasi untuk 4.
disirmpan di bidang dokumentasi
sebagai arsip o
5 | Petugas PPID LHama menyusun | Bukuy Laporan | 15 Menit Data
laporan permohonan informasi - | Permohonan Informasi
|| secara berkala N | Informasi yang diminta
10 | Permohanan Selesat -1|r ’

Grtm|

Jember, 12 Januari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
. KABUPATEN JEMBER




